
 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Mengingat : 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MOROWALI 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 108 TAHUN 2025 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN 

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk Mengingat melaksanakan ketentuan Pasal 1 

                      b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang 

Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Morowali; 



Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

224); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 ten tang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
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Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

ten tang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 984); 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Togas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan U mum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 99); 

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37); 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 

tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

1160); 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman 

Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi lnstansi 

Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2022 tentang Pemantauan clan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672); 

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317 /ORT.07- 

Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 

2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan    : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MOROWALI TENTANG STANDAR PELAYANAN 

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI 

 Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data 

Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Morowali yang merupakan implementasi dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum 

KESATU      : 
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Kabupaten Morowali, yang bersifat perumusan kebijakan, 

koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring 

dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan 

Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

 Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian 

ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi 

penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan 

dalam penyelenggaraan pelayanan pemutakhiran data 

pemilih berkelanjutan. 

 Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Morowali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, 

wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana 

serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja 

pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas 

dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

pendidikan kepemiluan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

KABUPATEN MOROWALI 

 

KETIGA     : 

KEEMPAT     : 

KELIMA     : 

 

 

 

 

KEDUA      : 

 Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU, menjadi tanggung jawab 

Sekretaris, Kepala Bagian Sub bagian perencanaan data 

dan informasi. 

       Di tetapkan di Bungku 

Pada tanggal 8 September 2025 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

                                                                  ttd 

                                                             ADHAR 
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 LAMPIRAN I 

 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MOROWALI NOMOR 108 

TAHUN 2025 TENTANG STANDAR 

PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA 

PEMILIH BERKELANJUTAN DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN MOROWALI 

 

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI 
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: 0852 9873 7210 

: LAPOR.GO.ID 
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Morowali 
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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MOROWALI 

 

ttd 

ADHAR 
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 LAMPIRAN II 

 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MOROWALI NOMOR 108 

TAHUN 2025 TENTANG STANDAR 

PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA 

PEMILIH BERKELANJUTAN DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN MOROWALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam

Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

Minimal 1 Orang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dasar Hukum

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Pengesahan

Disahkan oleh

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana Jumlah Pelaksana

Memahami alur Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan.

SOP Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten

Morowali

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Sebagai dokumen pertanggungjawaban/bahan laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU 

Kabupaten Morowali.

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Morowali

Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-

SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-

SD/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Surat Ketua

KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi Rekapitulasi Data

Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional.

BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASIKOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MOROWALI 

SUB BAGIAN PERENCANAAN 

DATA DAN INFORMASI 

455/ORT.06/7206/2025
4 September 2025
7 September 2025
Sekretaris KPU Kabupaten Morowali

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
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KPU RI
KPU 

Provinsi

KPU 

Kab/Kota
Dukcapil Persyaratan Waktu Output

1

Melakukan sinkronisasi dan

menganalisa Daftar Pemilih

Pemilu/Pemilihan Terakhir

dengan Data Konsolidasi

Bersih Dukcapil

Dokumen 

Daftar Pemilih
6 Bulan Dokumen DPB

2

Menugaskan KPU Provinsi

untuk menginstruksikan KPU

Kabupaten/Kota 

memutakhirkan Daftar Pemilih

berkelanjutan yang sudah di

sinkronkan

Dokumen DPB 1 Hari Dokumen DPB

3

Melakukan Rapat Koordinasi

dengan stakeholder dan

menerima laporan dari

masyarakat

Dokumen DPB 3 Minggu

Form Tanggapan dan 

Masukan masyarakat 

terhadap 

pemutakhiran DPB

4

Melakukan pencermatan

terhadap laporan masyarakat

yang masuk, jika elemen

lengkap maka di input ke

sidalih untuk dimasukkan ke

dalam DPB jika tidak maka

akan diberikan ke Dukcapil

untuk melengkapi elemen data

Form 

Tanggapan dan 

Masukan 

masyarakat 

terhadap 

pemutakhiran 

DPB

3 Hari Form AB. DPB

5
Menyusun Daftar Pemilih

Berkelanjutan (DPB)
Form AB. DPB 1 Minggu BA dan Rekap DPB

6 Menetapkan Rekap DPB
BA dan Rekap 

DPB
3 Hari BA dan Rekap DPB

7

Mengarsipkan dan

menyampaikan Rekap DPB

kepada KPU Provinsi dan KPU

RI untuk mengarsipkan dan

menyampaikan Rekap DPB

kepada KPU Provinsi untuk

direkap di tingkat Provinsi dan

KPU RI

BA dan Rekap 

DPB
3 Hari BA dan Rekap DPB

No Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

tidak

ya
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